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RINGKASAN 

  Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Landungsari Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang tidak sebatas sarana pendukung melainkan yang paling penting yakni 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola keuangan desa guna 

menjalankan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Masih sangat banyak semua aparat 

desa yang minim pendidikan, maka dibuatkan panduan keuangan desa yang mudah dipahami 

dan alur yang tidak disulitkan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten 

maupun pusat secara transparansi. Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa  Kantor 

Desa Landungsari telah menggunakan Akuntansi Dalam Mengelola Keuangan Laporan 

Keuangan Desa. 

Kata Kunci: Pengelolaan  Keuangan Desa Dan Laporan Keuangan Desa 
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BAB I     

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat dengan menjalankan semua tugas 

yang diberikan oleh masyarakat guna kesinambungan pembangunan daerah masing-masing.  

Yang diatur dalam kebijakan pemerintah harus melandasi dengan berbagai keragaman, secara 

demokrasi dan mempunyai masyarakat yang saling mendukung satu sama lain. Semuanya 

dijalankan secara tegas agar menjadi pemerintah daerah yang terarah dan pemerintah desa 

bernuansa nasional.  

 Diberikan kebebasan yang sangat luas tanpa adanya kekang antara pemerintah pusat 

dan daerah untuk melakukan pengelolaan dan dapat digunakan sumber daya secara efektif. 

Tetapi semuanya tidak terlepas dari pengawasan yang ketat  agar tidak adanya kecurangan 

yang terjadi. Sekalipun sulit untuk melakukan pengawan pada kabupaten maupun kota, 

namun yang lebih efektif secara perlahan dipantau dari pemerintah desa. Yang diketahui 

sekarang ini, sangat mengharapkan pemasukan dari desa dan swadaya masyarakat yang tidak 

bisa diperkirakan.  

 Adapun tugas pemerintah kabupaten untuk menyusun kebijakan yang berkaitan 

dengan Alokasi dana Desa(ADD) yang tidak bisa dipermasalahkan oleh pemerintah 

kabupaten itu sendiri. Karena hal itu merupakan bagian terpenting untuk menjaga sebaik 

mungkin dan mengelola dengan baik. Kegiatan operasional desa dibiayai dari penerimaan 

yang masuk pada kas desa. Walaupun sudah dianggarkan pada APBD, namun sebagian besar 

desa belum melakukannya. Maka dari itu, harus melatih pemerintah desa agar bisa 

melakukan yang sesuai dengan otonomi daerah yang dibuat dalam peraturan.  
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 Kabupaten Malang sudah menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan Alokasi dana 

Desa(ADD). Dana yang didistribusikan ke setiap desa mencapai 2 miliar, dengan sumber 

yang sangat jelas yakni dari keuangan pusat dan daerah yang diterima secara langsung oleh 

pihak Kabupaten ataupun Kota. Akan tetapi dananya tidak semuanya disalurkan pada desa 

melainkan disalurkan secara bertahap, dari hal ini banyak pertanyaan yang diajukan apakah 

aparat desa sanggup melakukan pengelolaan secara transparansi atau tidak. Berlakunya 

Alokasi Dana Desa sekarang ini, semua desa berhak mendapatkanya dan dikelola sendiri 

tetapi masih diragukan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam pengelolaan 

keuangan yang menyebabkan banyak terjadi penyelewengan, dari permasalahan tersebut 

yang menjadi pengaruhnya.  

 Berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa Landungsari Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang tidak sebatas sarana pendukung melainkan yang paling penting yakni 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola keuangan desa guna 

menjalankan dan mensejahterakan masyarakat setempat. Masih sangat banyak semua aparat 

desa yang minim pendidikan, maka dibuatkan panduan keuangan desa yang mudah dipahami 

dan alur yang tidak disulitkan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten 

maupun pusat secara transparansi.  

 Dari penjelasan latar belakang Peneliti tertarik ingin mengkaji dengan judul “Persepsi 

Aparat Desa Tentang Akuntansi Dalam Mengelola Laporan Keuangan Pada Kantor Desa 

Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang” 

1.2 Fokus Masalah  

Bagaimana Analisis Pengelolaan Laporan Keuangan di Desa Landungsari ? 

1.3 Tujuan Penelitian  
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Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui dan menjelaskan Analisis Pengelolah Laporan 

Keuangan di Desa Landungsari. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti 

a. Bertambahnya teori yang terkait dengan pentingnya akuntansi dalam laporan 

keuangan desa. 

b. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi 

terbaru bagi peneliti selanjutnya.  

2. Bagi Universitas  

Dapat memberikan tahapan ilmu baru bagi jurusan akuntansi dan 

juga memberikan kontribusi bagi kampus yang akan menjadi pondasi awal untuk 

peneliti selanjutnya untuk memulai dala penelitian yang sama dan tentunya dengan 

tamabhan variable. 

3. Bagi Institusi 

Sebagai informasi yang akurat untuk dapat meningkatkan kesadaran tentang 

pentingnya akuntansi terhadap laporan keuanga desa. 
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